PERBEKAL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR 07 TAHUN 2022 


TENTANG 
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN 
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) 
TAHUN ANGGARAN 2022 


PERBEKEL DESA BAJERA, 


Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 
permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang 
pengelolaan keuangan desa, Perbekel adalah 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
(PKPKD), 


b. bahwa perbekel selaku PKPKD mempunyai 
kewenangan menetapkan PPKD, 


Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 


menetapkan keputusan perbekel tentang 
penetapan PKPKD dan PPKD tahun anggaran 
2022: 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 


Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495): 


2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 


2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6231): 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua 
atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5864, 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 260), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
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Nomor 2091), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2094), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
Glij 

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 
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Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan 


Pemberdayaan Masyarakat Desa (Rerita Necara 
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Republik Indonesia Tahun 2019 Mamar 1261), 


10. 
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16. 


IF, 


18. 


19. 


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 1424), 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035), 


Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan 
Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2016 Nomor 19), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 
12): 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 73 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana 
Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2019 Nomor 87 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan 
Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 
23), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2021 Nomor 52 ), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal  Berskala Desa 
(Lembaran Desa Bajera Tahun 2017 Nomor 3): 


Peraturan Desa Bajera Nomor 05 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 05): 


20. Peraturan Desa Bajera Nomor 05 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa 
(RKPDes) (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 05), 


21. Peraturan Desa Bajera Nomor 06 Tahun 2021 


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 06), 


MEMUTUSKAN: 


I Putu Sukarata, ST Perbekel Desa Bajera sebagai Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD):, 


Nama-nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2022 sebagai 
berikut : 


Nama Jabatan daiam Unsur Ket 
L PPKD 
I Gusti Agung Made Wisma Dewa | Koordinator Sekretaris 
Desa 
Gusti Ayu Putu Sukawati Pelaksana kegiatan | Kaur Tata 
| anggaran | Usaha Umum 
Ni Luh Putu Widariyanti Pelaksana kegiatan | Kaur 
anggaran Perencanan 
I Kadek Agus Hutama Putra | Pelaksana kegiatan | Kasi 
| anggaran Pemerintahan 
Ii Wayan Sukawinata Pelaksana kegiatan | Kasi 
anggaran Kesejahteraan 
I Nyoman Ariana Pelaksana kegiatan | Kasi 
anggaran Pelayanan 
Ida Ayu Putu Tirtawati Melaksanakan Kaur 
Fungsi Keuangan 
Kebendaharaan 
KETIGA : Kewenangan Perbekel selaku PKPKD sebagai berikut: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB 
Desa, 
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang 
milik Desa: 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan 


pengeluaran atas beban APB Desa, 
menetapkan PPKDj 

menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, 
menyetujui RAK Desa, dan 
menyetujui SPP, 


wu MDA 
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Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) 
sebagai berikut : 


1. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai 


tugas: 

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan APBDesa, 

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan 
APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa, 

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan 
peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan 
APBDesa,, dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
APBDesa, 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan 
peraturan Perbekel tentang penjabaran APBDesa 
dan perubahan penjabaran APBDesa, 

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD, dan tugas lain yaitu, 

f. mmengoordinasikan penyusunan laporan keuangan 
Desa dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBDesa, 

g. Melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan 
DPAL, 

h. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa, dan 


pede 


Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan 
dan pengeluaran APBDesa, 


2. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran 


mempunyai tugas: 


a. 


29 


kg) 


melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban APBDesa sesuai bidang 
tugasnya, 


. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang 


tugasnya, 

mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, 
menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang 
Mag panas 

menandatangani perjanjian kerjasama dengan 
penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk 
kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan 
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai 
bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban 
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3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi 
kebendaharaan, mempunyai tugas : 


a. 


Menyusun RAK Desa, dan 


Melakukan nenatansahaan yano melinuti 
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menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran 
dalam rangka pelaksanaan APBDesa, 


KELIMA : Besaran honor PKPKD dan PPKD ditetapkan dalam APB 
Desa Tahun 2022, tercantum dalam lampiran Keputusan 
ini, 


KEENAM : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan 
surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya, 


KETUJUH - Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 03 Januari 2022 
PERBEKEL DESA BAJERA 


I PUTU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 
1. Camat Selemadeg 
2. Ketua BPD Desa Bajera 
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
4. Arsip. 
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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR 07 TAHUN 2022 

TANGGAL 03 JANUARI 2022 
TENTANG 
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 


. Besaran Honor PKPKD : Rp. 900.000,- / bulan 
. Besaran Honor PPKD: | | 
No Nama Jabatan — | Unsur | Honor (Rp) 
1. | 1 Gusti Agung Made Koordinator Sekretaris 150.000 / 
Desa bulan 
Wisma Dewa 
| (Pelaksana Kaur Tata | 
2. | Gusti Ayu Putu Sukawati | kegiatan usaha dan 2 wa / 
anggaran Umum 1 
Pelaksana 
3. | Ni Luh Putu Widariyanti | kegiatan Par SI san / 
sripeseeari Perencanaan ulan 
4. |! Kadek Agus Hutama arang Kasi 500.000 / 
"| Putra san Pemerintahan | bulan 
— anggarat) 
Pelaksana 
5. (1 Wayan Sukawinata kegiatan Kasi 500.000 / 
anna Kesejahteraan | bulan 
Pelaksana 
6. | I Nyoman Ariana kegiatan Kasi 500.000 / 
anggaran Pelayanan bulan 
Melaksanakan j| 
7. | Ida Ayu Putu Tirtawati Fungsi Kaur 550.000 / 
Kebendaharaan | KSuangan bulan 
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LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR 07 TAHUN 2022 

TANGGAL 03 JANUARI 2022 

TENTANG 

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 


Jenis Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana PPKD : 


A. Kaur Tata Usaha dan Umum (Gusti Ayu Putu Sukawati), 
Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut : 


" » 
2. 


Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa 
Penyediaan Operasional BPD 


B. Kaur Perencanaan (Ni Luh Putu Widariyanti), Melaksanakan 
Kegiatan Sebagai Berikut : 


L, 
:- 


3. 
4. 
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6. 


Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan 
APBDes (Reguler) 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMdesa/RKPDesa dll) 
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes 
Perubahan, LPJ dll) 

Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreativitas Desa ( Bulan Bahasa ) 
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) 


C. Kaur Keuangan (Ida Ayu Putu Tirtawati), Melaksanakan Kegiatan 
Sebagai Berikut : 
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Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
Penyediaan Tunjangan BPD 

Penyediaan Tambahan Penghasilan Perbekel (BKK Provinsi) 
Penyediaan Penerimaan berupa Beban Kerja Kepala Desa 
Penyediaan Penerimaan berupa Beban Kerja Kepada Perangkat 
Desa 


C. Kasi Pemerintahan (I Kadek Agus Hutama Putra), Melaksanakan 
Kegiatan Sebagai Berikut : 


MN 
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Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug 
Desa Non Reguler) 

Pengembangan Sistem Informasi Desa (SDGs) 

Penyelenggaraan Hari-hari Nasional 

Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa 
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 

Peningkatan Kapasitas BPD 


D. Kasi Kesejahteraan (I Wayan Sukawinata), Melaksanakan Kegiatan 
Sebagai Berikut : 


1. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 
2. Penanganan Kebersihan Desa 
3. Kegiatan Penanggulangan Bencana 
4. Penanganan Keadaan Mendesak 
E. Kasi Pelayanan (I Nyoman Ariana), Melaksanakan Kegiatan Sebagai 
Berikut : 
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Non Formal 
Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 
2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa 
3. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, 
Insentif) : 
4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 
5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 
6. Pembinaan/Pelatihan Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis 
(Stunting) 
7. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan 
Keagamaan 
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga 
Milik Desa 
9. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 
10. Pembinaan PKK 
11. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa 
12. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk 
Pertanian / Peternakan 
13. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 
14. Peningkatan Kapasitas PKK 
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